
Mengingat. . 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebaga1mana 
climaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu 
mcnetapkan Peraturan Bupati ten tang Pcdomru-. 
Pelaksanaan Kemitraan Antara Pela.ku Usaha Mikro 
Dengan Pelaku Usaha Toko Modem Di Kabupaten 
Biak Num.for. 

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf a 
Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nornor 6 
Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pernbirrann dan 
Penataan Pasar sebagaimana telah diubal1 dcngnn 
Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 
Tahun 2013, toko modem diwajibkan untuk menjulin 
kemitraan dengan usaha mikro, kecil, mencngah dan 
Koperasi untuk pengelolaan usal1a pasar skala bcsar. 
menengah dan kecil; 

b. bahwa agar pelaksanaan kemitraan antara pelaku 
usaha mikro, kecil, menengah dan kopcrasi dengan 
pela.ku usaha toko modem dapat berjalan dengan baik , 
maka Pemcrintah Daerah perlu menetapkan regulasi 
sebagai pedoman pelaksanaan kemitraan sebagairnunn 
climaksud pada huruf a; 

Menimbang 

BUPATI BIAK NUMFOR, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BIAK NUMFOR 

PROVINS! PAPUA 

PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR 

NOMOR 98 TAHUN 2020 

TENT ANO 

PEDOMAN PELAKSANAAN KEMITRAAN ANTARA PELAKU USAHA 

MIKRO, DEN GAN PELAKU USAHA TOKO MODERN 

DI KABUPATEN BlAK NUMFOR 



10. Peraturan Pemerintah . 

8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor , 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan 
Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom 
Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2097); 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang 
Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
NegaraRepublik Indonesia Nomor 3124); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha 
Tidal< Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3817); 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus 
Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 122); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perber,.:laharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43SS): 

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lemharan 
Negara Rebublik Indonesia Nomor 4866); 
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6.Minimarket . 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung 

maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, 
mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibackan 
pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar. 

2. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, 
baik berbentuk badan hokum maupun bukan badan hokum yang 
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah 
hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama 
melalui perjanjian menyelenggarakao kegiatan usaha dalam berbagai 
bidang ekonomi. 

3. Usaha Mikro, Kecil dan Meneogah adalah pelaku usaha sebagairnana 
dimaksud dalam Undang-Uodang Nomor 20 Tarruri 2008 tentang 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 

4. Koperasi adalah koperasi yang membuka/memiliki usaha rite! atau 
toko modern yang berada dalam wilayah Kabupaten Biak Numfor. 

S. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual 
berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, 
supermarket, departemen store, hypermarket ataupun grosir yang 
berbenruk perkulakan. 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 
KEMITRAAN ANTARA PELAKU USAHA MIKRO DENGAN 
PELAKU USAHA TOKO MODERN DI KABUPATEN BIAK 
NUMFOR 

MEMUTUSKAN: 
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6.Minimarket . 

Dalam Peraruran Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung 

maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan. 
mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang mclibatkan 
pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar. 

2. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha , 
baik berbentuk badan hokum maupun bukan badan hokum yang 
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalarn wilayah 
hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersarna-sarna 
melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai 
bidang ekonomi. 

3. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah pelaku usaha sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Ta.pun 2008 tentang 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 

4. Koperasi adalah koperasi yang membuka/memiliki usaha rite! atau 
toko modern yang berada dalam wilayah Kabupaten Biak Numfor. 

5. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual 
berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimw-ket, 
supermarket, departemen store, hypermarket ataupun grosir yang 
berbentu.k perkulakan. 

Pasal 1 

BAB 1 
KETENTUAN UMUM 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 
KEMITRAAN ANTARA PELAKU USAHA MIKRO DENGAN 
PELAKU USAHA TOKO MODERN DI KABUPATEN BIAK 
NUMFOR 

MEMUTUSKAN: 
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BAB Ill. . 

Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan Kemitraan yang diatur dalam 
Peraturan Bupati ini meliputi prinsip kemitraan, bentuk kcmitraan, 
pelaksanaan kemitraan, dan pembinaan. 

Pasal 3 

Pedoman Pelaksanaan Kemitraan ini disusun sebagai acuan bagi Antara 
Pelaku Usaha Milcro Dengan Pelaku Usaha Toko Modern di Kabupaten 
BIAK NUMFOR dalam pelaksanaan kerjasama kemitraan dalam rangka 
peningkatan kapasitas para pelaku usaha Milcro. 

Pasal 2 

BABU 
TUJUAN DAN RUANO LINGKUP 

6. Minim.arket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan 
penjualan barang-barang kebutuhan eehari- hari secara eceran 
langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan marrdir i 
(swalayan). 

7. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan 
penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk 
kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada 
konsumen dengan cara pelayanan mandiri. 

8. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan 
penjualan barang-barang kebutuhan rumah tarigga termasuk 
kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada 
konsumen, yang. di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko rnoderri 
dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang 
pengelolaanya dilakukan secara tunggal. 

9. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang 
ke toko modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama 
usaha. 
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Pasal 6 . 

(1) Kemitraan antara pelaku usaha mikro dengan pelaku usaha toko 
modern di Kabupaten Biak Numfor dilaksanakan dengan pola 
perdagangan umum dan/atau waralaba. 

(2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk: 
a. kerjasama pemasaran; 
b. penyediaan lokasi usaha; dan/ a tau 
c. penyediaan pasokan/titip jual; 

Pasal 5 

BAB IV 
BENTUK KEMITRAAN 

(1) Kerni tr-aari antara pelaku usaha mikro dengan pelaku usaha toko 
modern di Kabupaten Biak Numfor dilaksanakan dengan 
memperhatikan prinsip Kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang 

sehat. 
(2) Prinsip Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melipu ti: 

a. sating menguntungkan; 
b.jelas; 
c. wajar; 
d.berkeadilan; dan 
d. transparan. 

(3) Dalam melaksanakan Kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan 
hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia. 

Pasal 4 

BAB III 

PRJNSIP KEMITRAAN 

6 



BAB V . 

Kemitraan dengan pola waralaba sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 
ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan 
mengenai vvaralaba 

Pasal 9 

Penyediaan pasokan /titip jual sebaga.imana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan barang /pcnitipan 
barang untuk dijual dari pelaku usaha mikro kepada toko modern. 

Pasal 8 

(1) Penyediaan Lokasi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 
(2) huruf b dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha 
dalam areal toko modern kepada pelaku usaha mikro, kecil, 
menengah dan koperasi. 

(2} Pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi sebaga.ima.na 
dimaksud pada ayat (1) harus memanfaatkan ruang uaaha sesuai 
dengan peruntukan yang disepakati. 

Pasal 7 

(1) Kerjasama pemaearan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) 

huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang produksi 
pelaku usaha mikro yang dikemas atau dikemas ulang (repackaging) dengan 
merek pemilik barang, merek toko modern, atau merek lain yang disepakati 
dalam rangka meningkatkan nilai jual barang. 

(Z)Toko Modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi pelaku 
usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi selarna bara.ng tersebut 
memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan Toko Modern. 

(3) Pemasok barang yang termasuk ke dalarn kriteria pelaku usaha mikro, 
kecil, menengah dan koperasi dibebaskan dari pengenaan biaya 
administrasi pendaftaran barang (listing fee). 

Pasal 6 
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Pasal 13 . 

Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat· syarat 
perdagangan antara Pemasok dengan Toko Modern harus jelas, wajar. 
berkeadilan, dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah 
pihak tanpa tekanan. 

Pasal 12 

Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) 

paling sedikit memuat: 
a. Idcntitas para pihak; 
b. kegiatan usaha yang dikerjasamakan; 
c. bentuk kerjasama; 
d. hak dan kewajiban masing-masing pihak; 
e. bentuk pengembangan; 
f. jangka waktu; dan 
g. penyelesaian perselisihan. 

Pasal 11 

(l)Kernitraan antara pelaku usaha mikro dengan pelaku usaba toke 
moderrr dilakukan dengan perikatan dalam bentuk pcrjanjian 
kerjasama. 

(2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 
(!) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia 

berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua bela h pihak 
tanpa tekanan. 

Pasal 10 

BABV 

PELAKSANMN KEMITRAAN 
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kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak 
sebesar 5°/o(lima persen); 

3. melebihi jumlah yang ditargetkan di atas 115°/o (seratus lima belas 
persen), maka kelebihannya mendapat potongan harga khusus 
paling banyak sebesar 10°/o (sepuluh persen). 

101°/o (seratus satu 
belas persen), maka persen) sampai dengan 115°/o (seratus lima 

e.potongan . 

Dalam rangka mewujudkan prinsip sebagaimana dirnaksud dalam PasaJ 
12, maka pelaku usaha mikro dengan pelaku uaaha toko modern di 
Kabupaten Biak Numfor wajib memenuhi pedoman sebagai berik'ut : 

a. potongan harga reguler (regular discount) berupa potongan harga 
yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern pada setiap 
transalcsi jual-beli. Potongan harga reguler ini tidak berlaku bagi 
Pemasok yang memberlakukan sistem harga netto yang dipublikasikan 
secara transparan ke semua Toko Modern dan disepakati dengan 
Toko Modern; 

b. potongan harga tetap (fixed rebate) berupa potongan hargi, yang 
diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern tanpa dikaitkan 
dengan target penjualan yang dilakukan aecara periodik maksimum 3 
(tiga) bulan yang besarnya maksimum 1°/o (satu persen); 

c. jumlah dari potongan harga reguler (regular discount) maupun 
potongan harga tetap (fixed rebate) ditentukan berdasarkan present.asc 
terhadap transaksi penjualan dari pemasok ke Toko Modern baik pada 
saat transaksi maupun secara periodik; 

d. potongan harga khusus (conditional rebate) berupa potongan harga 
yang diberikan oleh Pemasok, apabila Toko Modern dapat mencapai 
atau melebihi target penjualan sesuai perjanjian dagang, dengan 
kriteria penjualan: 
1. mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar I 00°/o 

(seratus persen) mendapat potongan harga khusus paling banyak 
sebesar 1 o/o (satu persen); 

2. melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 

Pasal 13 
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I pernasok .. 

tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada Pemasok; 
h. biaya yang dikeluarkan untuk promosi produk baru sudah termasuk di 

dalam biaya promosi sebagaimanadimaksud pada huruf f; 

pada 
yang 

· harus dimanfaatkan untuk aktivitas promosi lainnya baik 
periode yang bersangkutan maupun untuk periode 
berikutnya. 

g. biaya-biaya lain di luar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf f 

e. potongan harga promosi (promotion discoun.t) diberikan oleh Pemasok 
kepada Toko Modern dalam rangkakegiatan promosi baik yang diadakan 
oleh Pemasok maupun oleh Toko Modern yang diberikan kepada 
pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi scsuai 
kesepakatan antara Toko Moderndenga,n Pemasok; 

f. biaya promosi (promotion cost) yaitu biaya yang dibebankan kepada 
Pemasok oleh Toko Modern sesuai kesepakatan kedua belah pihak 
yang terdiri dari: 
1. biaya promosi melalui media massa atau cetakan sepert i brosur 

atau mailer, yang ditetapkan secara transparan dan wajar scsuai 
dengan tarif harga dari media dan biaya-biaya kreativitas lainnyn; 

2. biaya promosi pada toko setempat (In-Store Promotion) dikenakan 
hanya untuk area promosi di luar display atau pajangan reguler 
toko seperti floor display, gondola promosi, block shelving, ternpat 
lcasir (Check out Countery, wing gondola, papan reklame di dalam 
dan di luar toko, dan tempat lain yang memang digunakan untuk 
tcmpat promosi; 

3. biaya promosi yang dilakukan atas kerjasama dengan pemasok 
untuk melakukan kegiatan mempromosikan produk pcma sok 
seperti sampling, demo produk, hadiah, games, dan lain-lain; 

4. biaya yang di.kurangkan atau dipotongkan atas aktivitas promosi 
dilakukan maksimal 3 (tiga] bulan setelah acara berdasarkan 
konfinnasi kedua belah pihak. Biaya promosi yang belum terpakai 
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o.pusat .. 

m. Toko Modern dapat mengembalikan produk baru kepada Pcmasok 
tanpa pengenaan sanksi apabila setelah dievaluasi selarna 3 (tiga] 
bulan tidak memiliki prospek penjualan; 

n. Toko Modern harus memberikan informasi tertulis paling sedikit :3 
(tiga) bulan sebelumnya kepada Pemasok apabila akan melakukan 
stop order delisting atau mengurangi item produk atau SKU (Stock 
Keeping Unit) Pemasok; 

mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria 
(waktu, mutu, harga produk, jumlah) yang disepakati kedua belah 
pihak; 

k. bio.ya administrasi pendaftaran barang (Listing fee) hanya untuk 
produk baru dengan besaran sebagai berikut: 
1. kategori Hypermarket paling banyak Rp. 150.000,00 (seratus lima 

puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan 
biaya paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 
setiap jenis produk di semua gerai; 

2. kategori Supermarket paling banyak Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima 
ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya 
paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap 
jcnis produk di semua gerai; 

3. kategori Minimarket paling banyak Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) 
untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak 
Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap jenis 
produk di semua gerai. 

I. perubahan biaya administrasi pendaftaran barang sebagaimana 
dimaksud pada huruf k dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan 
perkembangan inflasi; 

dapat yang 
Modern tidak boleh dipaksakan j. penggunaan jasa distribusi Toko 

kepada Pemasok 

i. Pemasok dan Toko Modern bersama-sama membuat perencanaan 
promosi baik untuk produk baru maupun untuk produk lama untuk 
jangka waktu yang telah disepakati; 
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BAB Vll . 

{1) Bentuk Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat antara lain: 
a. menyediakan data dan informasi pelaku uaaha rnikro, kecil, 

menengah dan koperasi dengan pelaku usaha toko modern yang siap 
berrnitra; 

b. mengembangkan proyek percontohan Kemitraan; 
c. mernfaailitasi dukungan kebijakan; dan 
d. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program 

pelaksariaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian umum 
terhadap pelaksanaa.n Kemitraan. 

(1) Dinas Koperasi dan Usha Mikro berkewajiban untuk melakukan 
pembinaan pelaksanaan kemitraan di Daerah. 

Pasal 15 

BAB VI 
PEMBINAAN 

(1) Pembayaran barang dari Toko Modern kepada Pemasok Usaha Mikro 
dan Usaha Kecil wajib dilakukan secara turiai untuk nilai pasokan 
sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), atau dalam 
jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan 
diterima. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk l (satu) 
outlet atau 1 (satu) jaringan usaha. 

Pasal 14 

o. Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem harus berlaku adil dalam 
pemberian pelayana.n kepada mitra usaha baik sebagai pemilik atau 
penyewa ruangan usaha maupun sebagai pemasok; 

p. Toko Modern dilarang melakuka.n promosi penjualan dengan harga 
lebih murah diba.ndingkan dengan harga di Pasar Tradisional 
terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat. 
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-· -~ --- SEMUEL RUMAIKEUW, SH 
NIP. 19730508 200112 1 004 

Diundangkan di Biak 
pada tanggal 18 November Tahun 2020 

SEKRETARIS DAERAH KAB. BIAK NUMFOR 
CAP/TTD 

MARKUS OCTOVIANUS MANSNEMBRA 

BERITA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2020 NOMOR 98 

CAP/TTD 
HERRY ARIO NAAP 

Ditetapkan di Biak 
pada tanggal 18 November 2020 

BUPATI BIAK NUMFOR 

Pcraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Dacrah 
Kabupaten Biak Numfor. 

BAB VII 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 16 
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